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KATA PENGANTAR 

 

 

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang komunikasi 

dan informatika, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk 

Linggau selama tahun 2025 lalu telah melakukan langkah-langkah  dan upaya nyata serta 

terus mendorong berkembangnya inovasi dalam bidang TIK. Peningkatan kualitas 

pelayanan ini diawali  peningkatan kualitas data dan informasi dengan mengkoordinasikan 

seluruh data statistik sektoral daerah. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan data dan informasi, telah dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap regulasi 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berbagai langkah tersebut pada akhirnya 

diharapkan mampu meningkatkan pelayanan komunikasi dan informasi yang aman, cepat 

dan akurat. 

 

Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2025 berarti Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau telah menyelesaikan beberapa 

program dan kegiatan untuk pencapaian visi dan misi serta target kinerja daerah tahun 

2025. Capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk 

Linggau   untuk tahun 2025 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau  Tahun 2025. 

Laporan ini disusun sebagai bentuk  pengetahuan prinsip-prinsip transparansi dan 

akuntabilitas , dan  merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja kami kepada para 

stakeholders. 

 

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media 

pertanggung jawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau. 

 

 

Lubuklinggau,  05 Januari 2026 

      Kepala Dinas  
Komunikasi, Informatika, Statistik dan 
Persandian Kota Lubuk Linggau 

 

 

 

 

Evran Affansyah, S.H.,M.Si 

NIP 19810408 200501 1 007 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Salah  satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah 

akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat 

untuk merealisasikan kinerja yang  harus dicapai  suatu instansi. Dengan landasan 

pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian Kota Lubuk Linggau ini disusun. Laporan Kinerja ini merupakan satu kesatuan 

dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menyajikan penetapan 

kinerja dan capaian kinerja dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian                             

Kota Lubuk Linggau Tahun 2025. Walaupun Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

mengamanatkan  setiap instansi pemerintah menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas 

prestasi kerja yang sudah dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah 

dialokasikan, namun Laporan Kinerja  ini juga merupakan kebutuhan kami dalam 

melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara 

menyeluruh. Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota 

Lubuk Linggau  ini juga menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang 

komunikasi dan informatika. Keberhasilan di bidang komunikasi dan informatika ini 

tentunya bukan hanya keberhasilan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian Kota Lubuk Linggau semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain, dan partisipasi masyarakat secara umum. 

Mewujudkan “TERWUJUDNYA KOTA LUBUK LINGGAU YANG MAJU DAN SEJAHTERA” 

merupakan visi Wali Kota terpilih yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau. Beberapa capaian kinerja dari visi tersebut 

yang di laksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota 

Lubuk Linggau tahun 2025 secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut : 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI 

 

 

1 

Meningkatnya Kualitas 

Penyelenggaraan SPBE 

(Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik) 

1. Indeks SPBE 

Indeks 

2,3 2,64 

 1.1 Nilai Self Asessment Indeks 2,3 3,13 

2 
 Terciptanya Keamanan 

Data dan Informasi 

1. Indeks KAMI Kategori Sistem 

Elektronik  
Indeks 

17 17 

 
1.1 Indeks KAMI Kategori Sistem 

Kesiapan 
Indeks 

190 190 

3 Ter wujudnya 1. Indeks KIP Indeks 91 84,94 
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Keterbukaan Informasi 

Publik 

  

  

1.1 Prosentase Informasi yang 

dipublikasikan 
% 

100 100 

 
1.2 Prosentase/Cakupan data 

statistic sektoral 
% 

100 100 

 

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa secara umum target kinerja Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau dapat tercapai. 

Namun demikian, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau 

juga mencatat adanya beberapa kelemahan dan ini menjadi permasalahan dalam 

mewujudkan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota 

Lubuk Linggau yang aman, cepat dan akurat.  Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi 

seluruh jajaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk 

Linggau dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja 

yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak 

yang berkepentingan. 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good 

governance) memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu : transparansi, akuntabilitas 

dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban 

seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan 

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam 

rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk pertanggung 

jawaban kewajiban organisasi dalam rangka akuntabilitas diatas, maka Dinas 

Kominfotiksan Kota Lubuk Linggau dalam melaksanakan tugas pokok perlu 

menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2025 

sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 

(RKT) 2025, sehingga Laporan Kinerja merupakan sarana pengukuran dan 

evaluasi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota 

Lubuklinggau sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan 

kepada masyarakat di bidang komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

Kota Lubuklinggau Di dalam Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 38 

Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 

Serta Tata Kerja  Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota 

Lubuk Linggau  sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang 

Komunikasi dan Informatika. Agar mencapai hasil (outcome) yang optimal, maka 

program kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota 

Lubuklinggau yang telah dianggarkan melalui APBD/APBD-P tahun 2025 sesuai 

visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan serta 

rencana tingkat capaian program kegiatan (target kinerja) dapat terlaksana dengan 

baik sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lubuklinggau Tahun 

2025. 

 

B. LANDASAN HUKUM 

Landasan hukum Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuklinggau Tahun   2025 antara lain 

: 
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a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  

d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja, dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja; 

 

C. MAKSUD DAN TUJUAN 

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah  

tahun 2025 ini adalah: 

1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;  

2. Melaporkan capaian realisasi kinerja  Instansi Pemerintah;  

3. Menilai keberhasilan organisasi; 

4. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi; 

5. Sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan yang akan datang; 

6. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan untuk 

periode yang akan datang; 

7. Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. 

 

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Lubuk Linggau dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau dan sesuai 

dengan Peraturan Wali kota Lubuklinggau Nomor 38 Tahun 2022  tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau 

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk 

Linggau  mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan kewenangan 

daerah di bidang Komunikasi dan Informatika serta melaksanakan tugas 

pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi. Untuk 

melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian Kota Lubuklinggau mempunyai fungsi :  
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1. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis 

di bidang teknologi komunikasi dan informatika, data dan informasi publik, 

statistik dan persandian; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi komunikasi dan informatika, 

data dan informasi publik, statistik dan persandian; 

3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi 

komunikasi dan informatika, data dan informasi publik, statistik dan 

persandian; 

 

4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

5. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Wali kota terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

 

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau No. 38 Tahun 2022, 

struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota 

Lubuk Linggau terdiri dari: 

1. 1 (satu) jabatan Kepala Dinas yang setara dengan eselon IIb 

2. 1 (satu) jabatan Sekretaris Dinas yang setara dengan jabatan eselon IIIa 

3. 4 (empat) jabatan Kepala Bidang yang setara dengan jabatan eselon IIIb 

4. 1 (satu) jabatan Kepala Sub Bagian yang berada di Sekretariat yang 

setara dengan jabatan eselon IVa 

5. 5 (lima) jabatan Fungsional Pranata Komputer, 1 (satu) jabatan 

Fungsional Sandiman Ahli Muda, 2 (dua) Jabatan Fungsional sandiman 

Ahli Pertama, 2 (dua) Jabatan Fungsional Pranata Humas, 1 (satu) 

Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda, 1 (satu) Jabatan Fungsional 

Analis Keuangan Daerah, 1 (satu) jabatan Fungsional Manggala 

Informatika, 4 (empat) Staf Pelaksana 
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Di bawah ini adalah struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau 
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Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau 

merupakan lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan wajib dibidang 

komunikasi dan informatika, statistik dan persandian 

 

Adapun tugas pokok unsur–unsur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik 

dan Persandian Kota Lubuk Linggau, sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan 

melaksanakan koordinasi serta kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian. 

 

b. Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan rencana dan melaksanakan 

urusan kesekretariatan meliputi kepegawaian, mengolah urusan keuangan, 

rumah tangga serta pengumpulan data dan pelaporan. 

- Subbagian Umum dan Kepegawaian 

a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk 

teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; 

b. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi : 

1. penyiapan bahan dan koordinasi administrasi keuangan dan 

akutansi; 

2. pelaksanaan pengoordinasian verifikasi pertanggungjawaban 

keuangan; 

3. penyiapan bahan dan koordinasi verifikasi, rekapitulasi dan 

dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tidak langsung; 

4. penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi penyusunan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran, pembukuan dan pelaporan keuangan; 

5. analisis kebutuhan barang inventaris, pengelolaan asset dan 

barang milik daerah serta pengelolaan bantuan operasional; 

6. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah dan Reformasi Birokrasi di 

bidang keuangan dan aset. 

7. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada 

bawahan di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah 

tangga dan kepegawaian; 

c. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi 

umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian; dan 

d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan 

perundang-undangan. 
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- Sub-substansi Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, 

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan meliputi penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja, 

pengelolaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi, serta penyusunan 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah, fasilitasi penyusunan Rencana Kerja 

Anggaran, pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada 

bidang perencanaan dan evaluasi. 

-  Sub-substansi Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan 

koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi 

pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi, verifikasi 

pertanggungjawaban keuangan, verifikasi rekapitulasi dan dokumentasi 

pelaksanaan belanja, penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, 

pembukuan dan pelaporan keuangan serta penyiapan bahan penyusunan 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah, pelaksanaan Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah dan Reformasi Birokrasi pada bidang keuangan. 

 

c. Bidang Data dan Informasi Publik  

Bidang Data dan Informasi Publik mempunyai tugas menyelenggarakan 

perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengawasan dan 

pengendalian opini dan informasi publik, statistik, data dan informasi, 

pengelolaan media komunikasi dan diseminasi informasi. 

- Sub-substansi Pengawasan dan Pengendalian Opini dan Informasi 

Publik, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan 

fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta 

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan, 

pengawasan dan pengendalian opini publik, aspirasi publik, informasi 

publik, penyelesaian sengketa informasi publik, pengelolaan dan tindak 

lanjut pengaduan masyarakat, pembentukan dan pembinaan relawan 

teknologi informasi dan komunikasi dan kelompok informasi masyarakat. 

- Sub-substansi Statistik, Data dan Informasi, mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, 

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan meliputi pengelolaan data statistik sektoral tingkat daerah, 

pengumpulan, pengelolaan dan penyebarluasan data dan metadata 

tingkat dearah, pemantauan tema komunikasi lintas sektoral, pengelolaan 

dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah, kerjasama 

penyusunan data sektoral tingkat daerah. 
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- Sub-substansi Pengelolaan Media Komunikasi dan Diseminasi Informasi, 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, 

pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, 

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan media 

komunikasi pemerintah daerah, publikasi informasi kegiatan pemerintah 

daerah, penyediaan konten sektoral dan lintas sektoral daerah, 

pengelolaan saluran komunikasi internal, pengelolaan saluran komunikasi 

internal, diseminasi informasi, layanan informasi publik, Pengelolaan dan 

Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID). 

 

d. Bidang Telematika 

BidangTelematika mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan 

kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang sarana dan 

prasarana telematika, aplikasi informatika dan komunikasi dan keamanan 

data. 

- Sub-substansi Sarana dan Prasarana Telematika, mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan 

pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan meliputi kebijakan pembangunan dan 

pengembangan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, penyediaan infrastruktur teknologi informsi dan komunikasi, 

pengelolaan, pengembangan dan pengendalian intranet dan internet, 

pengelolaan, pengembangan dan pengendalian data center, layanan 

interkoneksi intra pemerintah, pengawasan interkoneksi jaringan intra dan 

jaringan internet, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian inovasi 

teknologi informasi dan komunikasi. 

 

- Sub-substansi Aplikasi Informatika, mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, 

pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan 

pelaporan meliputi kebijakan pemanfaatan aplikasi informatika, 

pengelolaan dan Pengembangan aplikasi kepemerintahan, layanan data 

elektronik pemerintah dan non pemerintah, layanan penyediaan dan 

pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan pengawasan dan 

pengendalian pemanfaatan aplikasi pemerintahan. 

 
- Sub-substansi Komunikasi dan Keamanan Data, mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan 

pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan meliputi penyediaan sarana dan prasarana 



9 

 

komunikasi pemerintah, layanan keamanan informasi dan komunikasi 

intra pemerintah, penyelenggaraaan internet sehat, audit teknologi 

informasi dan komunikasi dan pengawasan keamanan jaringan 

komunikasi dan data. 

 

e. Bidang Komunikasi Publik 

Bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, 

koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang hubungan media dan 

pemerintah, sumber daya komunikasi publik, dan pengembangan teknologi 

informasi dan komunikasi perkotaan. 

- Sub-substansi Hubungan Media dan Pemerintah, mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan 

pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan meliputi pengelolaan kerjasama media dengan 

pemerintah, fasilitasi dan penyediaan bahan komunikasi pimpinan 

daerah, pengelolaan tenaga peliputan dan pemberitaan pemerintah 

daerah, pengelolaan media sosial pemerintah daerah dan dokumentasi 

pemberitaan di media massa. 

- Sub-substansi Sumber Daya Komunikasi Publik, mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan 

pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan meliputi penyediaan layanan akses informasi, 

penataausahaan domain dan sub domain pemerintah daerah, 

pengembangan sumber daya komunikasi publik pemerintah daerah dan 

pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam implementasi 

e-Government. 

- Sub-substansi Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Perkotaan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan 

fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta 

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi perumusan 

kebijakan pengembangan teknologi informasi  dan komunikasi daerah, 

layanan integrasi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi serta 

layanan kerjasama dan pengembangan teknologi informasi dan 

kominikasi perkotaan (smart city). 

f. Bidang Persandian  

Bidang Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, 

koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang tata kelola dan operasional 

persandian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian. 

- Sub-substansi Tata Kelola dan Operasional Persandian, mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan 
pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan 
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norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan meliputi kebijakan penyelenggaraan persandian 
daerah, perencanaan kebutuhan sumber daya manusia  sandi,  pemeliharaan 
dan  perbaikan perangkat lunak dan keras persandian, pengelolaan Sertifikasi 
elektronik dan pengelolaan keamanan informasi ciber dan persandian. 

 

-  Sub-substansi Sumber Daya Komunikasi Publik, mempunyai tugas 
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan 
pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan meliputi 

 
-  pengelolaan  sumber  daya  persandian  dan informasi berklasifikasi, survey  

keamanan  informasi, pengawasan dan evaluasi terhadap penyusunan 
informasi, analisis hasil keamanan sinyal. 

 
-   

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian Kota Lubuk Linggau didukung oleh 24 anggota dan seluruhnya berstatus PNS, 

yang terinci sebagai berikut : 

 

DAFTAR ANGGOTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN 

PERSANDIAN 

 KOTA LUBUK LINGGAU BERDASARKAN PANGKAT/GOL 

 

No Pangkat/Gol Jumlah Ket 

1 Pembina Tk.I (IV.b) 1  

2 Pembina (IV.a) 2  

3 Penata TK. I (III.d) 15  

4 Penata (III.c) 2  

5 Penata Muda TK. I (III.b) 2  

6 Penata Muda (III.a) 2  

Jumlah 24  
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DAFTAR ANGGOTA DINAS  KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK  

 DAN PERSANDIAN KOTA LUBUK LINGGAU 

BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN 

 

No. Pegawai SD SMP SMA DIII S1 S2 Jumlah 

 

1 

 

 

PNS 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

  

18 

  

6 

 

24 

 

 Jumlah - - - - 18 6 24 

 

 

DAFTAR ANGGOTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN 

PERSANDIAN 

 KOTA LUBUK LINGGAU BERDASARKAN KUALIFIKASI 

 

No. Gol./Ruang Jumlah Keterangan 

 

1 

 

Diklat Struktural 

Diklatpim Tk. II  

Diklatpim Tk. III  

Diklatpim Tk. IV  

 

 

 

 

5 

12 

 

 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

 

Sistematika Penulisan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019, 

adalah sebagai berikut : 

BAB  I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Landasan Hukum 

C. Maksud dan Tujuan 
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D. Gambaran Umum Organisasi  

E. Sistematika Penulisan 

 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

A. Rencana Strategis 

2.1.1. Visi 

2.1.2. Misi 

2.1.3. Tujuan 

2.1.4. Sasaran 

2.1.5. Strategi dan Kebijakan 

 

B. Rencana Kinerja  Tahun 2023 

C. Penetapan Kinerja 

D. Indikator Kinerja Utama 

 

 

 

 

BAB  III AKUNTABILITAS KINERJA  

A.  Capaian Kinerja 

B. Analisis Capaian Kinerja 

C. Akuntabilitas Keuangan 

 

BAB  IV PENUTUP 

 

LAMPIRAN 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A.   RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN 

PERSANDIAN  

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai 

pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelayanan publik bidang komunikasi dan 

informatika yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan 

jangka menengah daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan 

Jangka, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

menetapkan rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian sebagai dasar acuan untuk penyusunan kebijakan, program, dan 

kegiatan, serta sebagai pedoman dan perencanaan dan evaluasi kinerja. 

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi  Dinas Komunikasi dan Informat Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian ika serta isu-isu strategis 

perencanaan pembangunan  daerah maka dirumuskan Visi Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian yaitu : 

a. Visi 

 Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 

diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan tersebut disinkronisasikan 

dengan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas 

Komunikasi dan Informatika serta dikaitkan dengan sasaran dan target kinerja 

Renstra sehingga dapat memberikan tolok ukur kinerja yang jelas. Berangkat dari 

pemikiran tersebut, visi Kota Lubuklinggau dirumuskan sebagai berikut: 

“TERWUJUDNYA KOTA LUBUK LINGGAU YANG MAJU DAN SEJAHTERA”. 

b. Misi 

Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam suatu rumusan umum mengenai 

upaya yang akan dilaksanakan. Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan Misi 4 

Kota Lubuklinggau sebagai berikut :“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah 

Yang Baik”. 
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c. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

 Dalam rangka memberikan arah dan tolok ukur dari misi yang telah 

dirumuskan, maka diperlukan gambaran spesifik indikator kinerja keberhasilan 

dalam tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian Kota Lubuklinggau Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran dari misi 

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau 

tersebut adalah sebagai berikut : 

 

• Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik 

 Tujuan : Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital, Statistik dan 

Persandian 

 Sasaran : 1. Terpenuhinya nilai aspek teknologi digital pada evaluasi Pemerintahan 

Digital  

   2.  Terlaksananya Forum Satu Data Sektoral Kota Lubuk Linggau  

   3. Terciptanya Keamanan Data dan Informasi 

 

d. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah 

 Upaya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran perlu di tetapkan strategi 

yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau Tahun 

2025-2029 sebagai berikut : 

a. Strategi Incremental Development : Pengembangan sistem secara 

bertahap dengan prioritas pada kebutuhan yang paling mendesak 

b. Strategi Capacity Building : Peningkatan kapasitas SDM melalui 

pelatihan dan setifikasi 

c. Strategi Partnership : Membangun kemitraan strategis dengan 

berbagai stakeholder 

d. Startegi Innovation : Mendorong inovasi dalam pengembangan 

sistem dan layanan 

e. Strategi Risk Management : Mengelola resiko secara proaktif dan 

komprehensif 
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B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025 

Rencana Kinerja merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau Tahun 2025-

2029. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) yang dalam hal ini adalah kegiatan dalam 

APBD tahun anggaran 2024, disusun setiap tahun dan memuat informasi tentang : 

(1). Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; (2). Indikator 

Kinerja sasaran dan target pencapainya; (3). Program; (4). Kegiatan; (5). Indikator 

kinerja kegiatan dan target capainnya. Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam 

kurun waktu satu tahun tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, 

sehingga penetapan sasaran harus selaras dan mempunyai hubungan logis dengan 

tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran bersifat spesifik dan 

terukur berdasarkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pencapainnya. 

Sasaran yang akan dicapai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

Kota Lubuk Linggau selama tahun 2025 secara rinci disajikan dalam formulir 

Rencana Kinerja Tahunan. 

 

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut,  maka pada tahun 2025 Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau telah 

melaksanakan beberapa program dan kegiatan  utama maupun  program dan 

kegiatan  pendukung yang bersifat rutinitas. Adapun rencana anggaran belanja  

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuklinggau sebesar                         

Rp. 7.896.458.121,18 yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Lubuk Linggau tahun 2025. 

 

Adapun program pendukung yang bersifat rutin dilaksanakan adalah : 

1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

2 Program Informasi dan Komunikasi Publik 

3 Program Aplikasi Informatika 

4 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

5 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 

 

Program utama yang secara langsung mendukung pencapaian kinerja instansi 

adalah : 

1 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 

2 Program Informasi dan Komunikasi Publik 
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3 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

4 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 

 

 

C.  PERJANJIAN  KINERJA 

Secara rinci perjanjian kinerja tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam tabel 

berikut : 

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 

1 Meningkatnya Kualitas 

Penyelenggaraan SPBE (Sistem 

Pemerintahan Berbasis 

Elektronik) 

1. Indeks SPBE 
Indeks 2,3 

 
1.1 Nilai Self Asessment SPBE 

Indeks 2,3 

2 
Terciptanya Keamanan Data dan 

Informasi 

1 Indeks KAMI (Keamanan 

Informasi) Kategori Sistem 

Elektronik 

Indeks 17 

 

 

 Indeks KAMI (Keamanan 

Informasi) Kategori Sistem 

Kesiapan 

Indeks 190 

3 Terwujudnya Keterbukaan 

Informasi Publik 

  

  

1 Indeks KIP Indeks 91 

 
1.1 Prosentase Informasi 

Publik yang dipublikasikan 
% 95 

 
1.2 Prosentase/cakupan data 

statistik sektoral 
% 95 

 
  

  

 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan wujud 

nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan 

kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka 

pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LKJIP). Penyusunan 

LKJIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau 

tahun 2025 ini didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis yang 

telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun 

anggaran 2025. 

Pengukuran keberhasilan dengan tolok ukur renstra mengandung arti bahwa 

setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran kinerja, evaluasi dan 

analisis pencapaian kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses membandingkan 
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target kinerja dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau 

kegagalan pelaksanaan program/kegiatan/kebijakan sesuai dengan sasaran dan 

tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Lubuk 

Linggau. 

 

Penetapan target kinerja atas kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam APBD 

Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan pada saat pengajuan anggaran untuk 

kegiatan yang bersangkutan dalam formulir Rencana Kegiatan Anggaran berupa: 

input, output, outcome, dan impact. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 

Dalam rangka akuntabilitas kinerja, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik 

dan Persandian Kota Lubuk Linggau melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu 

pada Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota 

Lubuk Linggau tahun 2025 yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan melalui kegiatan 

evaluasi dan pengumpulan data kinerja yang dinilai menggunakan standar nilai 

peringkat kinerja. Pengumpulan data kinerja hasilnya akan memberikan gambaran 

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapain tujuan dan sasaran. Dari hasil 

pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) 

sesuai dengan tingkat capaian kinerja.  

 

Skala Nilai Peringkat Kinerja *)  

No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 

1 91 ≤ 100 Sangat Baik 

2 76 ≤ 90 Tinggi 

3 66 ≤ 75 Sedang 

4 51 ≤ 65 Rendah 

5 ≤ 50 Sangat Rendah 

*) Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 

 

Pengukuran target kinerja dilakukan terhadap sasaran strategis yang telah 

ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian                                         

Kota Lubuk Linggau dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan 

realisasi kinerja. 

 

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 

 

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu 

tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Dokumen Indikator Kinerja Utama 

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau telah 

ditetapkan dan digunakan dalam mengukur pencapaian sasaran. Indikator tersebut 

tercantum dalam Renstra Renja maupun Perjanjian Kinerja. Target pencapaian 
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indikator kinerja tersebut ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja setiap tahun 

secara definitif. Sedangkan pengukuran kinerja atas keberhasilan sasaran diukur pada 

tiap akhir tahun dengan formulir Pengukuran Kinerja. Pengukuran Kinerja sasaran 

sekaligus menggambarkan pencapaian kinerja indikator kinerja utama. 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik 

dan Persandian Kota Lubuk Linggau tahun 2025 dilakukan dengan cara 

membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja 

sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja  sasaran 

tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel pada lampiran.* 

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis 

berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis 

yang masih perlu terus ditingkatkan target dan realisasinya dimasa yang akan datang. 

Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang belum maksimal dapat  

diwujudkan tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian                       

Kota Lubuk Linggau melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat 

perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja masing –masing 

sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

Sasaran 1.1.“ Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan SPBE (Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik)” 

Penilaian pada penyelenggaraan  SPBE menggunakan metode tingkat 

kematangan (maturity level) untuk menilai domain Kebijakan Internal SPBE, domain 

Tata Kelola SPBE, dan domain Layanan SPBE. Pelaksanaan evaluasi SPBE pertama-

tama di laksanakan secara mandiri (Self Asessment) yang dilakukan melalui struktur 

yang terdiri dari 3 (tiga ) Domain, 7 (tujuh) Aspek, dan 35 (tiga puluh lima) indikator, 

Sebuah domain terdiri dari satu atau beberapa aspek, dan sebuah aspek terdiri dari 

satu atau beberapa indikator. Kemudian hasil Penilaian Mandiri (self asessment) 

SPBE akan di sampaikan kepada instansi pusat untuk di evaluasi kembali dan 

selanjutnya Nilai Indeks SPBE akan di sampaikan ke setiap Pemerintah Daerah agar 

dapat dipergunakan sebagai acuan perbaikan pelaksanaan SPBE. 
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Indikator kinerja 
Rencana Tingkat 
Capaian 

Realisasi Capaian Formulasi 

 
Indeks SPBE 2,2 2,64 120% 

 
Hasil Penilaian Pusat 

 
Nilai Self Asessment SPBE 2,6 3,13 120% 

 
Hasil Penilaian Internal 

 

Indikator yang pertama adalah Indeks SPBE. Untuk capaian kinerja pada 

tahun 2025 ditargetkan sebesar 2,2 dan terealisasi sebesar 2,64.  Untuk tahun 2025 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 13 Tahun  2024  tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Oleh 

sebab itu untuk indikator ini menggunakan realsisasi atau penilaian indeks SPBE 

tahun 2024 yang di evaluasi langsung oleh Kementerian PAN&RB. (hasil terlampir). 

Indikator yang kedua adalah Nilai Self Asessment SPBE (penilaian mandiri 

SPBE). Untuk capaian kinerja pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 2,3 dan 

terealsisasi sebesar 3,13. Indikator ini pengukurannya hampir sama dengan Indeks 

SPBE karena merupakan penilaian mandiri atau Self asessment dari Indeks SPBE. 

Hal ini menunjukan bahwa kriteria penilaian realisasi kinerja untuk indikator ini tinggi. 

(hasil terlampir) 

Sasaran 2.1.  “Terciptanya Keamanan Data dan Informasi ” 

Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut: 

Indikator Kinerja 

Rencana 

Tingkat Capaian 

(Target) 

Realisasi Capaian Formulasi 

Indeks spbe (Keamanan Informasi) 

Kategori Sistem Elektronik 
17 17 100% 

Hasil Penilaian 

(Keamanan 

Informasi) Kategori 

Sistem Elektronik 

Indeks KAMI (Kemanan Informasi) 

Kategori Sistem Kesiapan 190 190 100% 

Hasil Penilaian 

(Kemanan Sistem) 

Kategori Kesiapan 

 

  Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah 

Tingkat Keamanan Data dan Informasi (Indeks KAMI). Indeks KAMI adalah alat 

evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu 

organisasi. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan 

keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua 
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aspek keamanan yang di definisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2013. Proses 

evaluasi dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di masing-masing area pada 

pemerintah daerah. 

 Pada tahun 2025 ditargetkan Indeks KAMI Kategori Sistem Elektronik 

sebesar 17 dan terealisasi sebesar 17 serta Indeks KAMI Kategori Sistem Kesiapan 

sebesar 190 dan terealisasi 190. Indikator ini diukur dengan membandingkan antara 

Target dengan Realisasi Dikalikan 100%. Hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja 

untuk indikator ini Sangat Baik dan tinggi. (terlampir) 

Sasaran 3.1.  “Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik” 

Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut: 

Indikator Kinerja 

Rencana 
Tingkat 
Capaian 
(Target) 

Realisasi Capaian Formulasi 

Indeks KIP 

91 85 93% 

Hasil Penilaian 
Keterbukaan Informasi 
Publik 

Prosentase Informasi Publik yang 
dipublikasikan 

95 95 100% 

jumlah data dan informasi 
yang dipublikasikan/jumlah 
data dan informasi yang 
harus dipublikasikan x 
100% 

Prosentase/cakupan data statistic 
sectoral 

95 95 100% 

jumlah data statistik yang 
dipublikasikan/jumlah data 
statistik yang harus 
dipublikasikan x 100% 

 

  Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini 

adalah Indeks KIP (Keterbukaan Informasi Publik). Pada tahun 2025 ditarget sebesar 

91 dan terealisasi sebesar 85 atau 93%. Indikator ini diukur dengan membandingkan 

Indeks Keterbukaan Informasi Publik antara realisasi dan target yang dicapai. Hal ini 

menunjukan bahwa capaian kinerja untuk indikator ini Sangat Baik. (terlampir) 

Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini 

adalah Prosentase Informasi Publik yang dipublikasikan. Pada tahun 2025 target untuk 

indikator ini adalah 90 dan sudah terealisasi 90 atau 100%.  

Indikator ketiga yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini 

adalah Data Statistik yang dipublikasikan. (terlampir) 
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Perbandingan  realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2025 

TABEL 2.1 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Lubuk Linggau 

 
     

      
      

No 
Indikator Kinerja sesuai 

Tugas dan Fungsi SKPD 

Target 

SPM 

Target 

IKK 

Target 

Indikator 

Lainnya 

Target Renstra SKPD 

Tahun Ke - 

Realisasi Capaian Tahun 

ke- 

Rasio Capaian pada 

Tahun ke- 

2024 2025 2026 2024 2025 2026 2024 2025 2026 

1 

Indeks SPBE     

  

2.1 2.2 2.3 2.64  2.64   

 

126% 120%  
  

2 

Nilai Self Asessment     

  

2.3 2.6 2.8 3.13 3.13    

 

136%  120% 
  

3 Indeks KAMI (Keamanan 

Informasi) sistem 

elektronik 

    

  

16 17 18 15 17    

 

94%  100% 

  

Status Kesiapan     

  

185 190 195 180  190   

 

97%  100% 
  

4 

Indeks KIP     

  

90 91 92 88.2  85   

 

98% 93% 
  

5 Prosentase Informasi 

Publik yang dipublikasikan 

      

90     95% 100% 88.3  95   

 

98%  100% 
  

6 Prosentase / cakupan data 

statistik sectoral 

      

90 95% 100% 93 95    

103% 

100% 
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• Tindak Lanjut atas Evaluasi tahun 2025 

a. Sudah dilaksanakan penyelarasan Kembali sasaran dan indikator kinerja antara 

Cascading dengan Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, 

b. Perbandingan realisasi capaian kinerja antara tahun berjalan dengan target jangka 

menengah (RPJM) sudah di sediakan, 

c. Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap hasil rencana aksi kinerja yang 

telah ditetapkan dan sudah digunakan sebagai dasar pemberian reward and 

punishment. 

 

• Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya : 

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan  

terdiri  atas  dua  yaitu  efisiensi sumber  daya dana  dan  sumber  daya manusia. 

Persentase efisiensi sumber daya dana dapat dihitung dengan rumus : 

  

Persentase efisiensi Biaya = 100%-                          x 100% 

 

 Pada tahun 2025 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 7.231.184.410,- 

sementara target biaya untuk semua program yaitu RP. 7.896.458.121,-. Dengan rumus 

efisiensi diatas, di peroleh prosentase efisiensi biaya pada level program adalah 92%. 

Prosentase efisiensi ini secara teori sudah sangat bagus, sehingga diasumsikan bahwa 

pada tahun 2025 secara umum sudah terdapat efisiensi anggaran yang signifikan dari 

penggunaan sumber daya dana. 

 Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui 

pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam 

pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli dari berbagai instansi sebagai pemateri, 

pemberi masukan, dan kerjasama dengan pihak swasta untuk melaksanakan kegiatan di 

bidang komunikasi dan informatika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisasi Biaya 
Target Biaya 
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C. REALISASI ANGGARAN 

Anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Lubuklinggau pada Tahun Anggaran 2024 seperti 

berikut ini: 

BELANJA Anggaran Realisasi Lebih/Kurang % 

BELANJA OPERASI 
7.425.237.521,18 6.764.378.410,00 

 
660.859.111,18 91,10% 

 Belanja Pegawai 2.348.048.374,18 2.315.021.554,00  33.026.820,18 98,59% 

 

Belanja Barang 

dan Jasa 

 

4.878.316.347,00 4.250.484.056,00 627.832.291 87,13% 

 Belanja Hibah 198.872.800,00 198.872.800,00 0 100% 

BELANJA MODAL 
 

471.220.600,00 466.806.000,00 4.414.600,00 99,01% 

 

Belanja Modal 

Peralatan dan 

Mesin 

291.220.600 287.108.000,00 4.112.600,00 98,59% 

 

Belanja Modal 

Aset Tetap 

Lainnya 

180.000.000,00 179.698.000,00 302.000 99,83% 

Jumlah 7.896.458.121,18 7.231.184.410,00 665.273.711,18 91,58% 

 

Prosentase realisasi anggaran belanja operasi dan belanja modal sebesar     

91,58%  atau telah terealisasi sebesar Rp. 7.231.184.410,00 dari alokasi anggaran  

sebesar Rp. 7.896.458.121,18 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN CAPAIAN KINERJA 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan 

yang terkait dengan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian               

Kota Lubuk Linggau  tahun 2025 yaitu : 

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kinerja Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau yang telah ditetapkan 

melalui Peraturan Wali kota Lubuklinggau Nomor 38 Tahun 2022  telah dapat 

diselenggarakan dengan baik. 

2. Capaian kinerja yang ditetapkan menunjukan bahwa sebanyak  3 (tiga) indikator 

sasaran dapat dicapai dengan rata-rata 100%, , 1 (satu) sasaran indeks SPBE 

dicapai dengan rata rata 126%, sedangkan sasaran indeks Keterbukaan Informasi 

Publik dicapai dengan rata-rata 93%, indikator sasaran nilai selft assessment SPBE 

dan Data Statistik yang dipublikasikan dicapai dengan rata rata 136% dan 103% 

menunjukan kinerja sangat baik. 

Dari aspek akuntabilitas keuangan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian Kota Lubuklinggau Tahun 2025, dapat dilihat dari 

persentase realisasi anggaran belanja belanja operasi dan belanja modal  

sebesar  91,58%%  atau telah terealisasi sebesar Rp7.231.184.410,00 dari alokasi 

anggaran  sebesar  Rp. 7.896.458.121,18 

 

B. PERMASALAHAN DALAM MEREALISASIKAN CAPAIAN KINERJA 

Permasalahan umum yang dapat menghambat dalam pencapaian kinerja Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Lubuk Linggau pada tahun 2025 yaitu : 

1. Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas belum memadai dan masih 

banyak kekurangan, 

2. Belum efektif dan efesiennya pengumpulan data – data dan informasi yang 

dibutuhkan untuk penyusunan dokumen perencanaan tahunan, 

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia 
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C. SOLUSI/PEMECAHAN MASALAH 

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana penunjang tugas di kinerja Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian Kota Lubuk Linggau  

2. Pengumpulan data-data dapat dilakukan dengan cara yang lebih baik dengan 

semua bidang yang ada untuk diajak berkomunikasi langsung, 

3. Penambahan SDM dan mengikut sertakan dalam pelatihan untuk menambah 

pengetahuan tentang Komunikasi dan Informatika, 
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Lampiran 1.1 Indeks SPBE 
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1.1 Nilai Self Assesment 
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2.1 Terciptanya Keamanan Data dan Informasi 

      

Responden: : Tinggi

123456789#####################

: Kategori Kontrol

: I 1

: s/d 2

(0733)3288050 : I+ 3

0 : Total Pertanyaan

Desember 2025 : Agregat Skor

: 1

: 2

3

Responden

Tk Ketergatungan TIK

A

B

C

Ambang Batas Valid

Indeks KAMI (Keamanan Informasi)

Jln. Sultan Mahmud Badarudin II No. 1 Kel. Air 

Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota 

Lubuklinggau

31628

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian Kota Lubuklinggau

190

Pengelolaan Risiko

Tidak Layak

I

I+

Tingkat Kelengkapan Penerapan 

Standar ISO27001 sesuai 

Tingkat Kematangan

19

I

I+

Tk Kematangan:

Teknologi dan Keamanan Informasi

Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga

Pengelolaan Aset Tk Kematangan:

Tk Kematangan:

59

40

9%

Kerangka Kerja Keamanan Informasi Tk Kematangan:32

Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan

Perlindungan Data Pribadi

0%

17%

Skor Kategori SE Kategori SE17

Tata Kelola Tk Kematangan: I+40

Hasil Evaluasi Akhir:

Tata Kelola

Pengelolaan Risiko

Kerangka KerjaPengelolaan Aset

Aspek Teknologi Kepatuhan ISO 27001/SNI

Penerapan Operasional

Kerangka Kerja Dasar

Responden
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3.1 Keterbukaan Informasi Publik 
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